      BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Perencanaan Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program DP3AKBPM&D dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan  yang makin kompetitif dan selalu berubah, DP3AKBPM&D harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah. Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan.  Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya.  Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sebagai salah satu Perangkat Daerah teknis maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa   bertanggungjawab terhadap keberhasilan 
pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa di daerah. Untuk kelancaran tugas pembangunan desa  maka diperlukan  rencana atau rancangan dari bawah dengan mengadakan pertemuan dengan kepala desa dan tokoh masyarakat yang dipandu oleh kecamatan dengan istilah musrenbang kecamatan dan hasil atau kesepakatan yang berupa program kegiatan tersebut dibawa ke forum  gabungan Perangkat Daerah untuk dibahas lagi program kegiatan  yang ada di desa dan  kecamatan supaya relevan dengan program kegiatan yang ada di DP3AKBPM&D. Kemudian hasil  dari forum gabungan Perangkat Daerah bisa sebagai bahan untuk pembuatan Renstra DP3AKBPM&D.

Proses penyusunan Renstra DP3AKBPM&D  memuat beberapa hal, antara lain :

1. Pengolahan data dan informasi

a. Data dan informasi gambaran pelayanan DP3AKBPM&D mencakup:

(i) Struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan DP3AKBPM&D.
(ii) Data dan informasi yang menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra periode sebelumnya.

(iii) Data dan informasi yang menunjukan aspirasi-aspirasi masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan DP3AKBPM&D.
b. Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan DP3AKBPM&D mencakup:

(i) data pendapatan DP3AKBPM&D
(ii) data belanja DP3AKBPM&D (meliputi semua sumber dana :APBD, APBN, DAK, Dekon, Urusan Bersama, Bantuan Keuangan, Hibah)

(iii) data pembiayaan DP3AKBPM&D.
2. Analisis gambaran pelayanan DP3AKBPM&D, terdiri dari :

a. analisis gambaran umum pelayanan DP3AKBPM&D untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan DP3AKBPM&D
b. analisis pengelolaan pendanaan pelayanan DP3AKBPM&D untuk mengidentifikasi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan DP3AKBPM&D
3. Review Renstra K/L dan  Renstra BPPM Provinsi, mencakup:

a. tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L

b. program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas.

c. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra DP3AKBPM&D Kabupaten

d. Program prioritas BPPM Provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas 

4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah mencakup:

a. Tujuan dan sasaran RTRW struktur dan pola ruang

b. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

5. Perumusan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi DP3AKBPM&D adalah permasalahan aktual dan krusial yang dihadapi DP3AKBPM&D, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis  data dan informasi gambaran pelayanan DP3AKBPM&D dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan pencapaian visi-misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Perumusan isu strategis  pada dasarnya bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah dalam pelayanan publik.  Untuk mempermudah dalam merumuskan isu-isu strategis  mempergunakan analisis SWOT.

6. Penelaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi merupakan gambaran pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai yang harus diimplementasikan melalui penyelenggaraan  tugas dan fungsi DP3AKBPM&D dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang.  Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sebagai panduan arah pembangunan jangka menengah daerah.  Visi tersebut selanjutnya  diterjemahkan dengan penjelasan yang operasional sehingga  mudah dijadikan  acuan bagi perumusan  strategi, kebijakan, program, dan kegiatan, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi  pembangunan di daerah terkait dengan tugas dan fungsi DP3AKBPM&D.
Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya untuk mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Dalam menyusun misi harus memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan).

7. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah DP3AKBPM&D. 

Tujuan pelayanan jangka menengah DP3AKBPM&D merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi DP3AKBPM&D dan memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi DP3AKBPM&D.  Dalam menentukan tujuan tidak harus terukur secara kuantitatif atau tangible namun dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang. Pernyataan tujuan selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang akan dicapai. Proses perumusan tujuan diawali dengan mereview pernyataan indikator kinerja utama DP3AKBPM&D, mereview pernyataan tujuan pembangunan jangka menengah dalam RPJMD untuk dikaitkan dengan tugas dan fungsi DP3AKBPM&D, mereview hasil perumusan isu-isu strategis DP3AKBPM&D, dan selanjutnya merumuskan pernyataan tujuan dengan cara mendeskripsikan setiap pernyataan misi dalam satu atau beberapa tujuan yang menggambarkan keadaan atau kondisi yang ada supaya pernyataan misi dapat tercapai.

8. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah DP3AKBPM&D.
Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam lima tahun ke depan. Perumusan sasaran sebagaimana dimuat pada  RPJMD dan memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi DP3AKBPM&D atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Proses yang harus dilalui dalam penentuan sasaran meliputi: mereview pernyataan tujuan Renstra DP3AKBPM&D; merumuskan pernyataan sasaran untuk masing-masing tujuan; merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi indikator kinerja sasaran RPJMD dan indikator kunci keberhasilan (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi DP3AKBPM&D.

9. Hubungan Renstra DP3AKBPM&D dengan RPJM Daerah Kabupaten.

Renstra DP3AKBPM&D disusun berpedoman pada visi, misi, kebijakan dan program RPJM daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dokumen Rencana Strategis ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun mendatang.  Rencana Kerja DP3AKBPM&D disusun dengan berpedoman kepada Renstra DP3AKBPM&D dan mengacu RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan dengan melibatkan langsung masyarakat sebagai pelaku pembangunan.
Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan  Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
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Renstra DP3KBPM&D memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra DP3KBPM&D menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra DP3KBPM&D menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada DP3KBPM&D, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.
1.2 Landasan Hukum

Yang menjadi landasan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul adalah :

1. Undang - Undang Nomor  15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang – Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan  Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  Tahun 2005-2025;
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri   Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Setandar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai pedoman untuk merealisasikan sasaran RPJMD terutama terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat di desa,  pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan anak serta keluarga berencana  melalui penentuan target kinerja serta prioritas program dan kegiatan jangka menengah.
2. Sebagai salah satu dasar pembinaan dan pengendalian program/kegiatan sampai dengan tahun 2021.
1.3.2 Tujuan
1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah

2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.
1.4 Sistematika Penulisan
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DP3AKBPM&D
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DP3AKBPM&D
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pendukung tugas Bupati urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas  Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul mempunyai  fungsi :

1. perumusan kebijakan umum di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa 
3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
4. pelaksanaan pembinaan peningkatan peran, partisipasi, dan perlindungan perempuan dan anak
5. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan partisipasi, komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana
6. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan partisipasi, sarana dan prasarana serta usaha ekonomi desa dan masyarakat
7. pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa
8. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
9. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
10. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan
11. pengelolaan UPT 
Sedangkan fungsi dari sekretaris dan bidang-bidang di DP3AKBPM&D :

a. Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan sekretariat

2. Pengordinasian perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa

3. Pengoordinasian secara umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran dinas

4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisai di lingkungan dinas

5. Penyusunan rencana kerjasama

6. Penyusunan perjanjian kinerja dinas

7. Penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan

8. Pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa

9. Penerapan dan pengembangan system informasi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa

10. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan

11. Penyusunan laporan kinerja dinas

12. Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern dinas

13. Penyusunan  laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas

14. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas

15. Penyiapan bahan dan penatausahaan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa

16. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtangaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat

17. Pelaksanaan administrasi dan fungsional

18. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan

19. Penyelenggaraan system pengendalian intern secretariat

20. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sekretariat

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai  fungsi : 

1. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

4. Pelakssanaan peran, partisipasi, dan perlindungan perempuan dan anak

5. Penyelenggaraan system pengendalian intern di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

1. Penyusun rencana kegiatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang perlindungan anak dan keluarga berencana

4. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan partisipasi, komunikasi, informasi dan edukasi keluarga berencana

5. Penyelenggaraan system pengendalian intern di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

6. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat

3. Penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang pemberdayaan masyarakat

4. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan, partisipasi, sarana dan prasarana serta usaha ekonomi desa dan masyarakat

5. Penyelenggaraan system pengendalian intern di bidang pemberdayaan masyarakat

6. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemberdayaan masyarakat

7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat

e. Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan bidang pemerintahan desa

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa

3. Penyusunan rencana kinerja dan dan perjanjian kinerja di bidang pemerintahan desa

4. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan kekayaan dan keuangan desa serta pembinaan administrasi dan perangkat desa

5. Penyelenggaraan system pengendalian intern di bidang pemerintahan desa

6. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemerintahan desa

7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pemerintahan desa

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan secara administratif  dibantu oleh Sekretaris, 3 Subbagian  dan secara teknis dibantu oleh 4 Kepala Bidang dan 9 Seksi serta tenaga fungsional.

Ruang lingkup tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa teknis selalu berkaitan dengan sektor pembangunan yang langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tergantung dari kelancaran koordinasi baik intern Dinas maupun ekstern (Badan/Dinas Instansi terkait) lain.  Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari:

2.1. Subbagian  Perencanaan

2.2. Subbagian Keuangan

2,3. Subbagian Umum

3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.1. Seksi Pemberdayaan Perempuan
3.2. Seksi Perlindungan Anak

4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

4.1. Seksi Pengendalian Penduduk
4.2. Seksi Keluarga Berencana
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

5.1. Seksi Kelembagaan dan Partisipasi

5.2. Seksi Usaha Perekonomian Masyarakat Desa

6. Bidang Pemerintahan Desa

6.1. Seksi Kekayaan Desa
6.2. Seksi Keuangan Desa
6.3. Seksi Bina Administrasi dan Perangkat Desa
7. Tenaga Fungsional
Gambar 2.1. Struktur Organisasi DP3AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul
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2.2 Sumber Daya DP3AKBPM&D
1. Sumber Daya Manusia  
Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul terdiri dari  114 pegawai

Berdasarkan Jabatan

1). Struktural


a. Eselon II

:     1  orang


b. Eselon III

:     5  orang


c. Eselon  IV

:   12  orang

2). Non Struktural

:   27  orang

3). Fungsional

:   65  orang

Berdasarkan Pangkat/Golongan :

1). Pangkat/Gol. IV

:   34  orang

2). Pangkat/Gol. III

:   68  orang

3). Pangkat/Gol. II

:     8  orang
4). Pangkat/Gol. I

:     0  orang

Berdasarkan Jenjang Pendidikan :

1). S2



:   11  orang

2). Sarjana/D4

:   57  orang

3). Sarjana Muda

:     3  orang

4). SLTA
          

:   39  orang
Jumlah 65 orang dari tenaga fungsional itu merupakan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).  Berdasarkan target SPM bahwa jumlah ideal PKB/PLKB dengan rasio 2 desa banding 1 petugas, sehingga jumlah itu masih kurang 3 personil.  Dengan kondisi tersebut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masih dapat berjalan dengan baik dan lancar, hal ini dilihat dari target kinerja keuangan maupun target capaian yang diakhir tahun yang dapat tercapai diatas angka 85%.  Kemudian prosentase tertinggi SDM berpendidikan sarjana, hal ini merupakan potensi kualitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DP3AKBPM&D. 
2. Sarana dan Prasarana 
Penyajian  profil aset yang berisikan informasi singkat tentang kondisi eksisting aset di DP3AKBPM&D sebagai upaya untuk memanfaatkan aset daerah secara optimal. Pengelolaan aset ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
Melihat pada kondisi aset yang dimiliki DP3AKBPM&D saat ini secara umum sudah mencukupi untuk mendukung operasional kegiatan dalam melaksanakan kegiatan.  Dari sisi perlengkapan dan peralatan kantor sudah cukup dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran, dan saat ini sudah terbangun gedung bagi PKB/PLKB di setiap kecamatan sehingga akan semakin mendukung kinerja pelayanan khususnya di bidang keluarga berencana.  Untuk operasional di lapangan pada saat ini para pejabat eselon maupun PKB/PLKB sudah diberi kendaraan roda dua.

2.3. Kinerja Pelayanan DP3AKBPM&D
Uraian kinerja pelayanan DP3AKBPM&D Tahun 2016 – 2021 berupa analisis gambaran pelayanan yang  diharapkan mampu mengidentifikasi :

1. Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra DP3AKBPM&D periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi DP3AKBPM&D
2. Potensi dan permasalahan pelayanan DP3AKBPM&D; dan

3. Potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan DP3AKBPM&D.

Capaian penyelenggaraan urusan  pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat ditandai dengan percepatan pembangunan sarana prasarana pedesaan melalui pelaksanaan program pemberian stimulan pemberdayaan masyarakat dengan stimulan dan swadaya masyarakat dalam membangun infrastruktur pedesaan.  Pemberian aspal dan semen dalam Renstra Tahun 2010 – 2015 tidak dapat terlaksana penuh dikarenakan ada perubahan rekening kegiatan dan ketentuan pemberian hibah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sedangkan kegiatan fasilitasi TMMD dan Karya Bhakti masih dapat dilaksanakan sehingga partisipasi dan swadaya masyarakat masih cukup tinggi dalam kegiatan pembangunan desa.
Untuk kegiatan yang memacu penerapan teknologi produksi dan pengolahan yang tepat guna sampai dengan berakhirnya Renstra 2010 – 2015 tetap hanya 2 (dua) Posyantekdes di 2 (dua) kecamatan.

Upaya pengembangan usaha perekonomian masyarakat desa yang ditandai dengan berdirinya kelompok/ Unit Pelayanan Bisnis dan lembaga pembiayaan mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini ditambah dengan hasil dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang berupa Unit Pengelola Kegiatan yang bergerak dalam pengelolaan dana bergulir.  Jumlah dana bergulir yang dikelola sampai akhir tahun 2015 mencapai sekitar Rp. 105.000.000.000,-
Jumlah kelompok usaha produktif pedesaan yang menerima manfaat dana bergulir secara tertib dan lancar, meliputi 24 BKM aktif di tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa ada 38 unit, Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) ada 59 kelompok pada tahun 2014. Selain itu terjadi peningkatan Jumlah wirausaha baru kelompok masyarakat  PNPM   mandiri pedesaan dari  127 kelompok  tahun 2009 menjadi 4.553 kelompok di akhir program pada tahun 2014 dengan jumlah pemanfaat 42.370 orang. Dari indikator sasaran pendampingan pengelolaan pasar desa, Jumlah Pasar Desa yang memiliki bangunan permanen pada tahun 2015 adalah 33 unit dari 77 pasar desa yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Persentase desa yang menyusun profil desa secara lengkap dan akurat sebanyak 75%.
Capaian penyelenggaraan urusan  pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak melalui program Peningkatan Peran serta Kesetaraan Gender dalam pembangunan ditandai dengan persentase partisipasi angkatan kerja perempuan 52,27 di tahun 2015 meningkat menjadi 53,50. Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kesetaraan gender (P2WKSS) 63 kelompo  menjadi 65 kelompok. Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak ditandai dengan adanya 10 Kecamatan Sayang Ibu. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah ditandai dengan capaian persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan trafficking yang sudah ditindaklanjuti 100% ditahun 2014. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, capaian di tahun 2010 sampai tahun 2013 ditandai dengan persentase siswa SD/MI  yang mendapatkan makanan tambahan (PMT-AS) 68%.  Mulai tahun 2014 kegiatan PMTAS dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga.
Capaian sasaran penyelenggaraan urusan  pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang keluarga berencana, dilaksanakan dengan berbagai kegiatan antara lain:, penyediaan pelayanan KB dan kontrasepsi bagi keluarga miskin, pelayanan komunikasi, informasi  dan edukasi (KIE), pembinaan keluarga berencana, pembinaan kader kesehatan dan keluarga berencana, konsolidasi dan pembinaan usaha peningkatan pendapatan keluarga   (UPPKS), pembinaan peran serta masyarakat  dalam pelayanan KB, pengembangan pusat pelayanan   informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja, program kesehatan reproduksi remaja advokasi dan KIE tentang  kesehatan reproduksi  remaja  (KRR). 

Adapun indikator sasaran bidang ini meliputi: persentase  dasa wisma aktif di setiap desa 75% di tahun  2009 meningkat menjadi 77%, persentase keluarga ikut KB aktif dari 81,73% di tahun 2009 menjadi 81,75%, persentase kualitas kepesertaan KB meningkat dari 52,23 menjadi 53,25% ditahun 2015 dan persentase  kepesertaan KB pria dari 2,18% ditahun 2009 menjadi sekitar 2,2% pada tahun 2015.

Jumlah kecamatan yang telah memiliki  PIKKRR sebanyak 6 kecamatan, jumlah keluarga bina keluarga balita di tahun 2009 adalah 270 menjadi 273 ditahun 2010. Jumlah Bina Keluarga Remaja keluarga meningkat dari 65 menjadi 67.  Jumlah bina keluarga  lansia adalah 82 dan menjadi 
86 keluarga di tahun 2010. Sedangkan persentase keluarga Pra KS dan KS1 yang menjadi KS2 dari  52.66% menjadi 52.5% ditahun 2010 yang berarti tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kategori ini mengalami peningkatan sekitar 0,16%. Gambaran capaian kinerja pelayanan tahun 2010 – 2015  sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1. 

Sedangkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan tahun 2010 - 2015 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2
Tabel 2.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan DP3AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul
Ada di softcopy excel
Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Keuangan DP3AKBPM&D/BPMKB Kabupaten Gunungkidul
(ada di softcopy lampiran tabel )
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DP3AKBPM&D
1. Globalisasi yang tidak mengenal batas negara dan budaya serta perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat.
2. Adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3.  Adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
5. Adanya program-program terpadu dari pusat dan provinsi secara lintas sektor.
6. Partisipasi masyarakat dalam proses  pembangunan di desa belum maksimal sehingga masih perlu ditingkatkan.

7. Potensi masyarakat belum digali dan dikelola secara maksimal, sehingga belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara signifikan.
8. Potensi  dukungan penduduk perempuan dalam upaya pencapaian sasaran penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan perempuan yang ditandai dengan sex  rasio penduduk Kabupaten Gunungkidul adalah 93,63 yang berarti jumlah penduduk laki-laki 6,37 persen (Gunungkidul dalam angka pada tahun 2016) lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. 
9. Capaian kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang belum sesuai dengan yang diharapkan sehingga masih perlu ditingkatkan.

10. Keberhasilan perlindungan perempuan dan anak belum menunjukkan capaian  peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat secara signifikan sehingga kesejahteraan anak, perlindungan anak, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan saksi dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang masih terus untuk diupayakan.

11. Proporsi perempuan pada jabatan struktural, jabatan publik, anggota legislatif hingga pengusaha skala besar sudah meningkat, namun demikian kompetensi dan rasio perbandingan perempuan terhadap laki-laki masih perlu dioptimalkan.
12. Dengan disahkannya UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, maka BKKBN diberi mandat untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan program KB Nasional. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 87/2014 tentang Perkembangan kependudukan, Pembangunan Keluarga, KB, dan Sistem Informasi Keluarga memperkuat posisi keluarga sebagai basis pelaksanaan pembangunan.
13. Komitmen pemerintah yang  tetap tinggi terhadap pembangunan  kependudukan dan KB serta pembangunan keluarga yang ditunjukkan dengan dijadikannya revitalisasi program KB menjadi bagian dari prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019
14. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukungan program KB Nasional

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DP3AKBPM&D
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan DP3AKBPM&D 
3.1.1 Permasalahan-permasalahan pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi DP3AKBPM&D yang meliputi tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana periode tahun 2016-2021 diantaranya :

1. Bidang Kesekretariatan

a. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 
b. Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

c. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.

2.  Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

a. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. 

b. Keterlibatan perempuan yang duduk dalam pengambilan kebijakan masih rendah. 

c. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
d. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. 

e. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak. 

f. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti perkawinan usia anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) 

g. Masih rendahnya partisipasi aktif perempuan dalam proses pembangunan 
h. Masih terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM yang menangani permasalahan perempuan dan anak.
3. Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

a. Banyaknya penduduk yang migrasi ke kota
b. Bonus Demografi peluang bagi pengembangan kapasitas penduduk (pendidikan, kesempatan kerja terutama perempuan)

c. Kecenderungan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk

d. Tingginya unmet need KB

e. Lemahnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

f. Banyaknya pernikahan di bawah usia 20 tahun 
g. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB
h. Distribusi dan pengadaan alokon belum sesuai kebutuhan 
i. Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB
j. Partisipasi KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang relative sedikit
k. Masih banyaknya proporsi Keluarga Pra S dan KS I
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
a. Belum optimalnya partisipasi lembaga masyarakat dan lembaga ekonomi pedesaan  dalam pembangunan.

b. Belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan
5. Bidang Pemerintahan Desa
a. Belum optimalnya  pelayanan administrasi desa
b. Belum optimalnya  pengelolaan keuangan desa
c. Belum optimalnya pengelolaan kekayaan asset desa 
d. Masih rendahnya kapasitas dan kompetensi aparatur desa 
Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

	No
	Masalah
	Pokok Masalah
	Akar Masalah

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Rendahnya Indeks Pengarusutamaan Gender
	IPG Rendah
	Tingginya angka kekerasan pada perempuan dan anak

	2
	Rendahnya partisipasi PUS dalam KB
	Tingkat partisipasi PUS dalam KB masih rendah
	Rendahnya persentase PUS menjadi peserta KB Aktif

	3
	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
	Alokasi APBDesa untuk pemberdayaan masih rendah
	Rendahnya partisipasi Lembaga kemasyarakatan dalam partisipasi pemberdayaan masyarakat

	4
	Rendahnya kualitas pelaporan pemerintahan desa
	LPP Desa belum tepat waktu
	Rendahnya kualitas SDM di pemerintahan desa

	
	
	
	


3.2 Telaahan Visi, Misi, RPJM  Daerah 2016-2021
3.2.1 Visi Kabupaten Gunungkidul “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021” dan untuk mendapatkan potret gambaran tentang kondisi saat ini dan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Gunungkidul terkait dengan tugas pokok fungsi DP3AKBPM&D, berikut dijabarkan secara rinci kedua hal tersebut yang  meliputi bidang sosial budaya, bidang ekonomi, bidang fisik, dan bidang pemerintahan. Gambaran kondisi dan permasalahan ini selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dasar dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan, strategi, dan program kegiatan.
Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut telah dirumuskan misi,  tujuan (grand Strategy) dan sasaran pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang didalamnya merupakan tujuan dan sasaran yang harus diemban dan diwujudkan oleh DP3AKBPM&D tahun 2016-2021.

3.2.2 Misi Kabupaten Gunungkidul antara lain :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintaha yang baik (Good Governance)

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional

4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah

5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif

6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan

Dari enam misi kabupaten diatas ada dua misi yang sesuai dengan tugas pokok fungsi yang harus diemban dan diwujudkan oleh DP3AKBPM&D tahun 2016-2021 adalah :
· Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Gonernance).

Misi ini adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan tata pemerintahan dengan berlandaskan asas prinsip good governance melalui sinergisme antar stakeholder pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka pengelolaan dan manajemen pembangunan daerah.  Prinsip yang menjadi landasan good governance adalah :

a. Akuntabilitas yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil kebijakan daerah dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
b. Pengawasan yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengefektifkan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
c. Daya tanggap yaitu meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
d. Profesionalisme yaitu meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
e. Efisiensi dan efektifitas yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.
f. Transparansi yaitu mampu menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.
g. Kesetaraan yaitu mampu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
h. Wawasan ke depan (strategic vision) yaitu Pemerintah Daerah berupaya membangun daerah berdasarkan visi strategis yang jelas dan mengikut-sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
i. Partisipasi yaitu Pemerintah Daerah mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
j. Penegakan hukum adalah mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
· Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

Misi ini adalah upaya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk membangun sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di segala bidang melaui human investment sebagai pilar pokok pembangunan daerah.  Upaya tersebut sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia Gunungkidul seutuhnya dan masyarakat Gunungkidul seluruhnya yaitu mencakup pembangunan manusia, baik sebagai insan maupun sumber daya pembangunan manusia.  Sebagai insan memberikan tekanan pada harkat, martabat, dan kewajiban manusia tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia baik segi etika, estetika, maupun logika yang meliputi nilai-nilai rohaniah, kepribadian dan kejuangan.
3.2.2 Grand Strategy

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik.

2. Mewujudkan peningkatan karakter dan mental sumber daya manusia yang berkualitas.
3.2.3 Sasaran

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.

2. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat.
3. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum.
4. Kapasitas sumber daya manusia meningkat.

5. Jumlah penduduk miskin menurun.

6. Angka pengganguran turun.

3.3     Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1  Telaah Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
          dan Transmigrasi
Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, terlebih pada Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan,meliputi:
1.
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa sesuai dengan kondisi geografis Desa, melalui strategi:
a. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan fasilitas permukiman;
b. meningkatkan ketersediaan tenaga pengajar serta sarana danprasarana pendidikan;

c. meningkatkan ketersediaan tenaga medis serta sarana danprasarana kesehatan;

d. meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan antarpermukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat  pelayanankesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi;dan
e. meningkatkan ketersediaan prasarana pengairan, listrik dan telekomunikasi.
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa, melalui strategi:
a. fasilitasi pengelolaan BUM Desa serta meningkatkan ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pasca panen, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa;

b. fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; dan
c. meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tepat Guna.
3. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa melalui strategi:
a. mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan;
b. memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat;

c. mengembangkan kapasitas dan pendampingan kelembagaan kemasyarakatan desa dan kelembagaan adat secara berkelanjutan;

d. meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat termasuk perempuan, anak, pemuda dan penyandang disabilitas melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa;

e. menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan; dan
f. meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) didesa.

4. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota melalui strategi :
a. mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industry pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata;

b. meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah;

c. mengembangkan kerjasama antar desa, antar daerah, dan antar pemerintah-swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa, khususnya di luar Jawa-Bali;

d. membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan Koperasi;

e. membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan;dan
f. mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain.

5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan,serta penataan ruang kawasan perdesaan melalui strategi:
a. menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan;

b. menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi, serta upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

c. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan;

d. menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan Negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan;

e. menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang shareholding antara pemerintah, investor, desa, dan warga desa dalam pengelolaan sumber daya alam;

f. menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola shareholding melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham;

g. merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana khususnya di daerah pesisir dan daerah aliran sungai.

6. Pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan melalui strategi :
a. konsolidasi satuan kerja lintas Kementerian/Lembaga;

b. memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU Desa;

c. memastikan distribusi Dana Desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap.

3.3.2  Telaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
          Perlindungan Anak

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan 

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender 

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. 

1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan. 

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan  pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: 

1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar

2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan DP3AKBPM&D
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

	No
	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L
	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
	Sebagai Faktor

	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	1
	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender 
	· IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. 
	· Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.

· Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender
	· Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan

	
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender


	· IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. 
	· 
	· 

	2
	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
	· Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. 

· Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
	· Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
	· Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A



	
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO


	· Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.

· Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
	· 
	· 

	3
	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.
	· Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).

· Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak
	· Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
	· Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kabupaten Layak Anak

	
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
	· 
	· 
	· 

	
	c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak 
	· Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.
	· 
	· 

	4
	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	· Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	· Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang
	· Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak


3.3.3 Telaah Renstra Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.  Dalam Undang - undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; 1) Pengendalian Penduduk, 2) Keluarga Berencana (KB), 3) Keluarga Sejahtera, serta 4) Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB).

Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu: Pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain: jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk. Kedua, berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan. Ketiga adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan. Keempat adalah data dan informasi penduduk dan kelima adalah penyerasian kebijakan kependudukan.
Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015 - 2019 Buku II (Bab II – Bidang Sosial budaya) yang harus mendapat perhatian khusus adalah:

d. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain:

1) masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran;

2) masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga, yaitu sekitar 2,7 sampai dengan 2,8 anak atau di atas angka kelahiran total sebesar 2,6 (SDKI 2012), angka ini tidak mengalami penurunan dari tahun 2002 (TFR 2,6; SDKI 2002-2003);

3) pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif, ditandai dengan pengetahuan tentang KB dan alat kontrasepsi sangat tinggi (98% dari Pasangan Usia Subur/PUS), namun tidak diikuti dengan perilaku untuk menjadi peserta KB 57,9% (SDKI 2012). Disamping itu, masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan, hanya sebesar 34,2 persen (Data BKKBN 2013);

4) masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program KKBPK baik antar provinsi, antara wilayah perdesaan - perkotaan maupun antar tingkat pendidikan dan pengeluaran keluarga;
5) pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB;

6) muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE belum dipahami secara optimal; serta

7) peran bidan dan tenaga lapangan KB dalam konseling KB belum optimal. Berdasarkan data SDKI 2012, hanya sebesar 5,2 persen wanita kawin yang dikunjungi petugas lapangan KB dan berdiskusi tentang KB, sedangkan 88,2 persen wanita kawin tidak berdiskusi tentang KB dengan petugas KB atau provider.

e. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB, antara lain:
1) Angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan, yaitu dari sebesar 56,7 persen pada tahun 2002 menjadi sebesar 57,4 persen pada tahun 2007, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 57,9 persen;
2) Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi, yaitu sebesar 8,5 persen atau 11,4 persen apabila dengan menggunakan metode formulasi baru;
3) Masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB (contraceptive prevalence rate/CPR) dan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need), baik antar provinsi, antar wilayah, maupun antar tingkat pendidikan, dan antar tingkat pengeluaran keluarga;
4) Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (drop out) masih tinggi, yaitu 27,1 persen;
5) Penggunaan alat dan obat Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP) terus meningkat dari 46,5 persen menjadi 47,3 persen (SDKI 2007 dan 2012), sementara Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cenderung menurun, dari 10,9 persen menjadi 10,6 persen (atau 18,3 persen dengan pembagi CPR modern);
6) rendahnya kesertaan KB Pria, yaitu sebesar 2,0 persen (SDKI 2007 dan 2012);
7) kualitas pelayanan KB (supply side) belum sesuai standar, yaitu berkaitan dengan ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB, ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB, kemampuan bidan dan dokter dalam memberikan penjelasan tentang pilihan metode KB secara komprehensif termasuk mengenai efek samping alokon dan penanganannya, serta komplikasi dan kegagalan. Selanjutnya yang berkenaan dengan ketersediaan dan distribusi alokon di fasilitas kesehatan (faskes)/klinik pelayanan KB (supply chains);
8) Jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB, terutama dalam rangka pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan.
f. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian Ibu melahirkan. Permasalahan kesehatan reproduksi remaja, antara lain: 
1) Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi, yaitu 48 per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (SDKI 2012), dan remaja perempuan 15-19 tahun yang telah menjadi ibu dan atau sedang hamil anak pertama meningkat dari sebesar 8,5 persen menjadi sebesar 9,5 persen (SDKI 2007 dan SDKI 2012);
2) Masih banyaknya perkawinan usia muda, ditandai dengan median usia kawin pertama perempuan yang rendah yaitu 20,1 tahun (usia ideal pernikahan menurut kesehatan reproduksi adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria);
3) terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja (angka kelahiran remaja kelompok usia 15-19 tahun);
4) Tingginya perilaku seks pra nikah di sebagian kalangan remaja, berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi;
5) Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah; serta (6) Cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal.
g. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga. Dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain: 
1) Masih tingginya jumlah keluarga miskin, yaitu sebesar 43,4 persen dari sebanyak 64,7 juta keluarga Indonesia (Keluarga Pra Sejahtera/KPS sebesar 20,3 persen dan Keluarga Sejahtera I/KS-1 sebesar 23,1 persen (Pendataan Keluarga, BKKBN 2012);
2) Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah;
3) Partisipasi, pemahaman dan kesadaran keluarga/orang tua yang memiliki remaja dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih rendah;
4) Kualitas hidup Lanjut usia (lansia) dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia masih belum optimal;
5) Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 
6) Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB. Disamping itu, Kelompok Kegiatan/Poktan, yang terdiri dari: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA); dan
7) Terbatasnya materi program KKBPK dalam kelompok kegiatan serta terbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan.
h. Penguatan landasan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB). Penguatan landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB memiliki beberapa permasalahan, antara lain:
1) Landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB belum memadai, yaitu masih terdapat beberapa peraturan pemerintah dari UU nomor 52 tahun 2009 yang belum disusun dan ditetapkan, dan masih banyak kebijakan pembangunan sektor lain yang tidak sinergi dengan pembangunan bidang KKB;
2) Komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap kebijakan pembangunan bidang KKB masih rendah, yaitu kurangnya pemahaman pemerintah pusat dan daerah tentang program KKBPK, dan belum semua kebijakan perencanaan program dan penganggaran yang terkait dengan bidang KKB dimasukan dalam perencanaan daerah, serta peraturan perundangan yang belum sinergis dalam penguatan kelembagaan pembangunan bidang KKB; dan
3) Koordinasi pembangunan bidang KKB dengan program pembangunan lainnya masih lemah (antara lain; koordinasi dengan program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan/PKH, Jamkesmas/Jamkesda, Jampersal, PNPM, dan SJSN Kesehatan), serta penanganan kebijakan pembangunan bidang KKB selama ini masih bersifat parsial.
i. Penguatan Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS. Terdapat beberapa sumber data pembangunan kependudukan, KB dan KS, diantaranya administrasi kependudukan yang mencatat registrasi pendudukan dan registrasi vital; sensus penduduk dan beberapa survei terkait bidang kependudukan dan KB; serta data sektoral pembangunan kependudukan dan KB termasuk data - data kajian dan evaluasi pembangunan Kependudukan dan KB. Data Sektoral memegang peranan penting dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bidang KKB. Namun, data sektoral yang diperoleh melalui statistik rutin pendataan kependudukan, KB, dan keluarga belum dapat digunakan secara optimal dalam pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program KKBPK, dikarenakan sistem pengolahan data masih kurang berkualitas.
Sasaran strategis BKKBN 2015 - 2019 yang tertera pada Renstra BKKBN 2015-2019 dalam upaya untuk mencapai tujuan utama, sebagai berikut: 

a. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
b. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun) 
c. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
d. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 
e. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)
f. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 - 49 tahun)
1. Potensi BKKBN :

1. Reputasi dan pengalaman dalam pengendalian penduduk melalui program KB

2. Keberadaan Pusdiklat dan penelitian pembangunan kependudukan dan KB yang responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan dan mitra kerja

3. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai

4. Jaringan kemitraan yang kuat dengan lembaga pemerintah serta non pemerintah

5. Efektifitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan kependudukan dan KB yang mengharuskan menerapkan manajemen pelayanan prima yang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel

6. Pengerahan atau mobilitas sumber daya yang masih belum optimal

2. Permasalahan

1. Kesenjangan  kompetensi SDM aparatur BKKBN

2. Sarana dan prasarana operasional penggerakan masyarakat yang kurang memadai

3. Metode fasilitasi dan mekanisme pembinaan pemerintah pusat kepada kabupaten /kota dalam pelaksanaan program KB tidak optimal

3. Tantangan

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan program KB terutama di tingkat kabupaten/kota

2. Meningkatkan jumlah tenaga Pengendali Lapangan atau Pengawas KB (PPLKB)di tingkat kecamatan dan petugas lapangan KB (PLKB) di tingkat kelurahan/desa

3. Meningkatkan rasio PLKB terhadap desa agar persebaran tenaga lapangan merata

4. Meningkatkan dukungan sarana prasarana dan anggaran program KB di kabupaten/kota yang kurang memadai

5. Meningkatkan pembinaan institusi KB yang berada di lini lapangan

6. Meningkatkan sinergi kebijakan dalam pembangunan kependudukan dan KB baik di pusat maupun di daerah

4. Peluang

1. Dengan disahkannya UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, maka BKKBN diberi mandat untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan program KB Nasional

2. Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan  kependudukan dan KB yang ditunjukkan dengan dijadikannya revitalisasi program KB menjadi bagian dari prioritas nasional dalam RPJMN 2016-2021.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
4. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukungan program KB Nasional

3.3.4  Telaah Renstra BPPM Provinsi DIY

Program/Kegiatan Kebijakan  BPPM Provinsi DIY terdiri dari :

a. Peningkatan Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak
b. Pengembangan Data Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak
c. Pembinaan Pengarusutamaan Gender
d. Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan dan Anak
e. Advokasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Anak
f. Pemberdayaan Peranan Perempuan di Bidang Ekonomi
g. Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
h. Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja
i. Pembinaan Lembaga Reproduksi Remaja
j. Pemberdayaan Keluarga dalam Penanggulangan HIV dan AIDS
k. Pembinaan KB dan pelayanan KB
l. Pembinaan ketahanan keluarga
m. Pengembangan Ketahanan dan Keberdayaan Keluarga
n. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
o. Penguatan Kelembagaan Tim Penggerak PKK
p. Pembentukan, Pembinaan, dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
q. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
r. Peningkatan Kapasitas Desa
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1.  Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.

2.  Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. 

3.  Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

3.4  Telaah Rencana Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan DP3AKBPM&D:

1. Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.485,36 km2 merupakan kabupaten terluas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kondisi geomorfologi yang bervariasi memberikan peluang investasi yang bervariasi pula sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing.

2. Kondisi geomorfologi Kabupaten Gunungkidul yang bervariasi, mulai datar, berombak, bergelombang, berbukit, dan bergunung dengan hamparan yang sangat luas membuat sebagian besar wilayah mempunyai kondisi yang marginal sehingga pemanfaatan lahan menjadi terbatas.  
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 
3.5.1 Berdasarkan analisa tersebut, terdapat beberapa permasalahan dan isu strategis yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi DP3AKBPM&D, antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan administrasi  untuk menunjang kinerja pelayanan DP3AKBPM&D

2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan  pembangunan serta pelestarian hasil pembangunan di desa belum maksimal sehingga masih perlu ditingkatkan.

3. Potensi masyarakat belum digali dan dikelola secara maksimal, sehingga belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara signifikan.
4. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan asset pemerintahan desa
5. Masih rendahnya kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan desa
6. Capaian kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang belum sesuai dengan yang diharapkan sehingga masih perlu ditingkatkan.

7. Belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak, sehingga kesejahteraan anak, perlindungan anak, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan saksi dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang masih terus untuk diupayakan.

8. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana sudah baik, namun masih perlu dioptimalkan

9. Akses  dan kualitas pelayanan KB perlu ditingkatkan

10. Tuntutan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah dalam rangka good governance
BAB IV
TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DP3AKBPM&D
Penentuan tujuan dan sasaran merupakan  tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi DP3AKBPM&D atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Pernyataan tujuan dan target kinerja jangka menengah DP3AKBPM&D  beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.
	Tabel 4.1

	Tujuan, Indikator, dan Target Kinerja Tujuan DP3AKBPM&D

	Tahun 2016 - 2021

	
	
	
	
	

	No
	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Kondisi Awal Renstra
	Target Akhir Periode Renstra

	
	
	
	(Tahun 2016)
	(Tahun 2021)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan
	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan rehabilitasi
	87,15%
	85%

	2
	Peningkatan kualitas KB aktif dan ketahanan keluarga
	Persentase cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif
	70%
	71%

	3
	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
	Persentase cakupan desa yang memiliki data dasar keluarga dan tingkat perkembangan desa
	90,09%
	91,10%

	4
	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa
	Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar
	40%
	50%


4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD 
Indikator kinerja yang akan dicapai DP3AKBPM&D dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
4.2.1 Indikator kinerja DP3AKBPM&D yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 untuk mendukung pencapaian tujuan antara lain :

1. Persentase kesesuaian program dalam Renja Perangkat Daerah terhadap RKPD dan dalam Renstra PD terhadap RPJMD.

2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah.
3. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran.

4. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur.

5. Persentase ASN yang taat aturan.
6. Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel.
7. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan rehabilitasi.
8. Persentase cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif.
9. Persentase cakupan desa yang memiliki data dasar keluarga dan tingkat perkembangan desa.
4.2.2 Sasaran RPMJD yang menjadi tanggungjawab DP3AKBPM&D

3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.
4. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat.
5. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum.

4. Daya saing masyarakat meningkat.

5. Menurunnya jumlah penduduk miskin.

6. Keluarga sadar gizi, berperilaku hidup bersih sehat, dan mengikuti program KB menerapkan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

7. Angka pengangguran turun.
Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD selengkapnya  ditampilkan dalam Tabel 4.2
Indikator kinerja Utama Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD selengkapnya  ditampilkan dalam Tabel 4.3

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DP3AKBPM&D

Ada disoftcopy excel
Tabel 4.3

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama DP3AKBPM&D
Ada disoftcopy excel
BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan jangka menengah DP3AKBPM&D menunjukkan bagaimana cara DP3AKBPM&D mencapai tujuan, sasaran jangka menengah DP3AKBPM&D, dan target kinerja hasil  (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DP3AKBPM&D. Strategi dan kebijakan dalam Renstra DP3AKBPM&D selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan DP3AKBPM&D bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DP3AKBPM&D  Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana DP3AKBPM&D mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komperhensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. 

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana DP3AKBPM&D menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process).

A. Perumusan Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.

2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang. 

3. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

4. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.

5. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender

6. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.

7. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif. 

8. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.

9. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah.

10. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. 

11. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. 

12. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. 

13. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.

14. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak. 

15. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.

16. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas  lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.

17. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak.

18. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.

19. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah.  

20. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak.

21. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.

22. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.

23. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.

24. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak. 
25. Peningkatan  Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui KIE
26. Peningkatan kualitas pelayanan KB
27. Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
28. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi desa yang baik melalui pengembangan kapasitas  sumberdaya manusia
29. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa melalui peningkatan kapasitas aparatur desa
30. Meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui pelatihan Community Action Plan (CAP)
B. Perumusan Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.

2. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang. 

3. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.

4. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

5. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.

6. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.

7. Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak 

8. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan  perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.
9. Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk  pada usia kawin perempuan

10. Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat
11. Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
12. Peningkatan kapasitas aparatur desa
13. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
Tabel 5.1

Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator

	No
	Sasaran
	Indikator
	Strategis
	Kebijakan

	1
	Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa meningkat
	Persentase Desa yang tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan
	· Meningkatkan keterampilan perangkat desa dalam mengelola aset dan LPP Desa
	Meningkatkan pelatihan-pelatihan administasi desa

	2
	Pembangunan gender dan anak meningkat
	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan rehabilitasi
	· Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.

· Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang. 

· Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

· Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.

· Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender

· Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.
	Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.

	3
	Peserta KB aktif meningkat
	Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB aktif 
	· Peningkatan  Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui KIE
· Peningkatan kualitas pelayanan KB
	· Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk  pada usia kawin perempuan
· Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat

	4
	Pemberdayaan masyarakat meningkat
	Persentase peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa
	· Peningkatan pengumpulan data keluarga dan tingkat perkembangan desa serta APBDes tepat waktu
	Meningkatkan pembinaan ke Desa


Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DP3AKBPM&D

Tahun 2016 - 2021

	No
	Tujuan
	Indikator
	Strategi
	Kebijakan

	1
	Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan

	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan rehabilitasi
	· Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.

· Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang. 

· Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

· Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.

· Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender

· Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.
· Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif. 

· Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
	· Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
· Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang. 

· Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.

	
	
	
	· Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah.

· Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. 
	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

	
	
	
	· Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. 

· Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. 

· Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.
	Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.

	
	
	
	· Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak. 

· Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.

· Meningkatkan kapasitas dan kuantitas  lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.

· Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak.

· Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.

· Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah.  
	Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.

	
	
	
	· Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak.

· Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.

· Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.
	Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak 

	
	
	
	· Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.

· Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak. 
	Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan  perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.

	2
	Peningkatan kualitas KB aktif dan ketahanan keluarga
	Persentase cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif
	Peningkatan  Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui KIE
	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk  pada usia kawin perempuan

	
	
	
	Peningkatan kualitas pelayanan KB
	Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat

	
	
	
	Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
	Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

	7


	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa
	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu dan benar
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi desa yang baik melalui pengembangan kapasitas  sumberdaya manusia
	Peningkatan kapasitas aparatur desa

	
	
	
	Meningkatkan pengelolaan keuangan desa melalui peningkatan kapasitas aparatur desa
	Peningkatan kualitas pengelolaan Keuangan Desa terutama pada desa yang belum mampu mengelola keuangan desa dengan baik. 

	9
	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
	Persentase cakupan desa yang memiliki data dasar keluarga dan tingkat perkembangan desa
	Meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui pelatihan Community Action Plan (CAP)
	Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat


BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Program DP3AKBPM&D merupakan program prioritas RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 yang sesuai dengan tugas dan fungsi DP3AKBPM&D. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per DP3AKBPM&D sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan DP3AKBPM&D kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah DP3AKBPM&D. 

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan DP3AKBPM&D. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintah kabupaten yaitu urusan pemberdayaan masyarakat di desa,  urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan kesehatan keluarga dan keluarga sejahtera yang mencakup program keluarga berencana, kelompok sasaran DP3AKBPM&D terdiri dari  masyarakat, meliputi kelompok masyarakat, keluarga, perempuan, anak serta lembaga desa.  Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran serta indikator yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Bab IV, pada bab ini akan dikemukakan program dan kegiatan yang akan dijabarkan untuk setiap tahunnya dalam rencana kerja tahunan.

Program dan kegiatan yang ditetapkan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

6.1  Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan DP3AKBPM&D
6.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6.1.1.1 Kegiatan penyediaan jasa, peralatan, dan peralatan kantor
6.1.1.2 Kegiatan penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi
6.1.2 Program Peningkatan Sarana Prasarana  Aparatur

6.1.2.1 Kegiatan pembangunan/pembangunan sarana dan prasarana perkantoran
6.1.2.2 Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran
6.1.3 Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Aparatur
6.1.3.1 Kegiatan pengadaan pakaian dinas/khusus
6.1.3.2 Kegiatan penatalaksanaan kepegawaian Perangkat Daerah
6.1.3.3 Kegiatan pengembangan kapasitas aparatur
6.1.3.4 Kegiatan penilaian angka kredit tenaga fungsional Perangkat Daerah
6.1.4 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan

6.1.4.1 Kegiatan penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah
6.1.5 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Peningkatan Pelayanan Publik

6.1.5.1 Kegiatan  Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
6.1.5.2 Kegiatan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
6.1.5.3 Kegiatan Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah
6.1.5.4 Kegiatan evaluasi dan pelaporan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)
6.1.6 Program Peningkatan Pelayanan Publik
6.1.6.1 Kegiatan penyusunan standar pelayanan publik
6.1.6.2 Kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik
6.1.7 Program Peningkatan Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
6.1.7.1 Kegiatan pembinaan kelembagaan masyarakat desa
6.1.7.2 Kegiatan pembinaan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
6.1.7.3 Kegiatan pembinaan lembaga ekonomi perdesaan
6.1.8 Program Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Gender
6.1.8.1 Kegiatan perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak
6.1.8.2 Kegiatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender
6.1.9 Program Pembinaan Keluarga Berencana dan Sejahtera
6.1.9.1 Kegiatan pelayanan keluarga berencana dan pembinaan keluarga sejahtera
6.1.9.2 Kegiatan promosi dan konseling keluarga berencana

6.2  Program dan Kegiatan Lintas DP3AKBPM&D
6.2.1 Program Peningkatan Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
6.2.1.1 Kegiatan  pembinaan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
6.2.2 Program Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Gender
6.2.2.1 Kegiatan perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak
6.2.2.2 Kegiatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan   
               gender
6.2.3 Program Pembinaan Keluarga Berencana dan Sejahtera
6.2.3.1 Kegiatan pelayanan keluarga berencana dan pembinaan  
   keluarga sejahtera
6.2.3.2 Kegiatan promosi dan konseling keluarga berencana
6.3  Program dan Kegiatan Kewilayahan
6.3.1 Program Peningkatan Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
6.3.1.1 Kegiatan pembinaan kelembagaan masyarakat desa
6.3.1.2 Kegiatan pembinaan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
6.3.2 Program Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Gender
6.3.2.1 Kegiatan perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak
6.3.3 Program Pembinaan Keluarga Berencana dan Sejahtera
6.3.3.1 Kegiatan  pelayanan keluarga berencana dan pembinaan keluarga sejahtera
6.4  Program Prioritas DP3AKBPM&D tahun 2016 – 2021
6.4.1 Program Peningkatan Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
6.4.2 Program Otonomi Desa
6.4.3 Program Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Gender
6.4.4 Program Pembinaan Keluarga Berencana dan Sejahtera
6.4.5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6.4.6 Program Peningkatan Sarana Prasarana  Aparatur 
6.4.7 Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Aparatur
6.4.8 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan
6.4.9 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Peningkatan Pelayanan Publik
6.4.10 Program Peningkatan Pelayanan Publik
Bahwa dalam penyusunan Renstra 2016 – 2021 ini program kegiatan dilaksanakan untuk tahun 2017 sebagai tahun pertama maka untuk mengetahui program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 ini dituangkan dalam tabel 6.1. sebagai berikut :
Tabel 6.1.

Program, Kegiatan, dan Anggaran DP3AKBPM&D (BPMKB)
Tahun 2016 

	Kode Rek
	Urusan, Bidang urusan, Program, Kegiatan
	Anggaran (Rp)
	Keterangan

	1
	2
	3
	4

	01.
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	
	

	01.01.
	Penyediaan jasa surat menyurat
	750.000
	DAU

	01.02.
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	23.000.000
	DAU

	01.04.
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
	15.606.000
	DAU

	01.06.
	Penyediaan jasa kebersihan kantor
	-
	DAU

	01.07.
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
	15.000.000
	DAU

	01.08.
	Penyediaan alat tulis kantor
	6.000.000
	DAU

	01.09.
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	10.000.000
	DAU

	01.10.
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
	2.500.000
	DAU

	01.11.
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	34.447.000
	DAU

	01.12.
	Penyediaan peralatan rumah tangga
	2.500.000
	DAU

	01.13
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	1.998.000
	DAU

	01.15.
	Penyediaan makanan dan minuman
	8.500.000
	DAU

	01.16.
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
	20.000.000
	DAU

	01.17.
	Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknik perkantoran
	32.850.000
	DAU

	01.18.
	Pendataan dan pengelolaan arsip SKPD
	3.340.000
	DAU

	02.
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	
	

	02.02.
	Pembangunan gedung kantor
	-
	

	02.05.
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
	6.400.000
	DAU

	02.08.
	Pengadaan mebelair
	6.000.000
	DAU

	02.10.
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
	205.450.000
	DAU

	02.11.
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	175.800.000
	DAU

	02.14.
	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
	3.000.000
	DAU

	02.16.
	Rehabilitasi gedung kantor
	3.000.000
	DAU

	03.
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	
	

	03.02.
	Penatalaksanaan kepegawaian SKPD
	4.435.000
	DAU

	04. 
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	
	

	04.01.
	Pendidikan dan pelatihan formal
	4.000.000
	DAU

	04.02.
	Penilaian angka kredit tenaga fungsional SKPD
	4.250.000
	DAU

	05.
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	
	

	05.01.
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktiar realisasi kinerja SKPD
	2.450.000
	DAU

	05.02.
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
	500.000
	DAU

	05.03.
	Penyusunan pelaporan keuangan keuangan akhir tahun
	2.000.000
	DAU

	05.04.
	Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ
	39.545.000
	DAU

	06.
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	
	

	06.01.
	Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD
	13.370.000
	DAU

	06.02.
	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD
	2.050.000
	DAU

	06.04.
	Pengendalian internal SKPD
	4.060.000
	DAU

	06.05.
	Monev penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
	5.000.000
	DAU

	06.06.
	Evaluasi dan pelaporan pencapaian standar pelayanan minimal
	1.360.000
	DAU

	06.08.
	Penyusunan standar dan prosedur pelayanan
	5.000.000
	DAU

	07.
	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
	
	

	07.01.
	Penyusunan dan evaluasi rencana strategis SKPD
	12.175.000
	DAU

	07.02.
	Penyusanan dan  evaluasi rencana kerja SKPD
	5.900.000
	DAU

	07.04.
	Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program kegiatan SKPD
	4.950.000
	DAU

	15.
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
	
	

	15.01.
	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
	479.197.500
	DAU

	15.02.
	Pendampingan dan pemberdayaan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan desa
	127.057.500
	DAU

	15.03.
	Pendampingan dan pemberdayaan Badan Kerja Sama Antar Desa
	83.513.500
	DAU

	16.
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
	
	

	16.01.
	Pelatihan ketrampilan manajemen dan pendampingan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
	98.992.500
	DAU

	16.03.
	Pendampingan dan pembangunan/ rehabilitasi pasar tradisional
	78.135.000
	DAU

	17.
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
	
	

	17.01.
	Evaluasi pembangunan desa
	271.085.000
	DAU

	17.02.
	Peningkatan kemanunggalan masyarakat dengan TNI
	145.065.000
	DAU

	17.03.
	Pembinaan penyusunan profil desa
	52.295.000
	DAU



	17.04.
	Penyelenggaraan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM)
	103.785.000
	DAU

	17.05.
	Pendampingan dan pengembangan teknologi tepat bguna (TTG)
	77.780.000
	DAU

	
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	
	

	15.
	Program Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Anak
	
	

	15.01.
	Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak
	78.630.000
	DAU

	15.02.
	Pembinaan dan pengembangan kelembagaan forum anak
	35.000.000
	DAU

	15.03.
	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan anak
	14.990.000
	DAU

	16.
	Program Penguatan Pengarusutamaan Gender
	
	

	16.01.
	Pengarustumaan gender dalam pembangunan daerah
	12.000.000
	DAU

	16.02.
	Pembinaan dan pendampingan desa prima 
	20.560.000
	DAU

	16.03.
	Penguatan kelembagaan Pengarustumaan gender 
	20.000.000
	DAU

	16.04.
	Pendampungan Pengarustumaan Responsif Gender (PPRG)
	40.170.000
	DAU

	16.05.
	Pembinaan dan Pengembangan P2WKSS
	73.022.500
	DAU

	16.07.
	Pembinaan Organisasi Perempuan
	213.557.500
	DAU

	17.
	Program Penguatan Perlindungan Perempuan
	
	

	17.01.
	Advokasi terhadap perempuan korban tindak kekerasan
	29.942.500
	DAU

	17.02.
	Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan
	20.000.000
	DAU

	
	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
	
	

	15.
	Program Keluarga Berencana
	
	

	15.01.
	Pembinaan keluarga berencana
	1.014.181.500
	DAU, DAK

	15.02.
	Konsolidasi dan pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
	17.537.500
	DAU

	15.03.
	Pembinaan kader keluarga berencana dan kader pendukung
	68.918.250
	DAU

	16.
	Program Pelayanan Kontrasepsi
	
	

	16.01.
	Pelayanan Konseling KB
	14.700.000
	DAU

	16.02.
	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
	19.940.000
	DAU

	
	JUMLAH
	3.894.241.750
	


Rincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DP3AKBPM&D tahun 2016-2021 sebagaimana dalam tabel 6.2
Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif DP3AKBPM&D
Ada disoftcopy excel

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Indikator  kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DP3AKBPM&D dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
7.1  Indikator kinerja DP3AKBPM&D yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 untuk mendukung pencapaian tujuan antara lain :

7.1.1 Persentase kesesuaian program dalam Renja Perangkat Daerah terhadap RKPD dan dalam Renstra PD terhadap RPJMD.

7.1.2 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah.
7.1.3 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran.

7.1.4 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur.

7.1.5 Persentase ASN yang taat aturan.
7.1.6 Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel.
7.1.7 Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan rehabilitasi.
7.1.8 Persentase cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif.
7.1.9 Persentase cakupan desa yang memiliki data dasar keluarga dan tingkat perkembangan desa.
7.2 Sasaran RPMJD yang menjadi tanggungjawab DP3AKBPM&D
7.2.2 Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.

7.2.3 Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat.

7.2.4 Terwujudnya masyarakat yang taat hukum.

7.2.5 Daya saing masyarakat meningkat.

7.2.6 Menurunnya jumlah penduduk miskin.
7.2.7 Keluarga sadar gizi, berperilaku hidup bersih sehat, dan mengikuti program KB menerapkan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

7.2.8 Angka pengangguran turun.
Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD selengkapnya  ditampilkan dalam Tabel 7.1 
Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
	 
	Indikator
	Kondisi

Kinerja pada awal periode RPJMD
	Target Capaian Setiap Tahun 
	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Persentase cakupan desa yang memiliki data dasar keluarga dan tingkat perkembangan desa
	90,09%
	91,10%
	93,50%
	95%
	96%
	97,01%
	

	2
	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu dan benar
	40%
	50%
	60%
	65%
	70%
	80%
	

	3
	Persentase desa yang tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan
	40%
	50%
	60%
	65%
	70%
	80%
	

	4
	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan rehabilitasi
	87,15%
	88%
	88,5%
	89%
	89,5%
	90%
	

	5
	Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB aktif
	70%
	71%
	72%
	73%
	74%
	75%
	

	6
	Persentase peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa
	90,09%
	91,10%
	93,50%
	95%
	96%
	97,01%
	

	7
	Persentase kesesuaian program dalam renja PD terhadap RKPD, dan renstra PD terhadap RPJMD
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	8
	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (bulanan, semesteran, tahunan)
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	9
	Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
	78,07%
	79%
	79,25%
	79,5%
	79,79%
	80%
	


BAB VII

PENUTUP

7.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) DP3AKBPM&D Kabupaten  Gunungkidul Tahun 2016 – 2021 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2016 – 2021 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi DIY Tahun 2005 – 2025 dan hasil review RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021.
7.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) DP3AKBPM&D tahun 2016 – 2021 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada DP3AKBPM&D agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada DP3AKBPM&D dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

3. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) DP3AKBPM&D yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja DP3AKBPM&D wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak. 

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra DP3AKBPM&D, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala. 
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra DP3AKBPM&D sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
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